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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

dan

BUPATI KLUNGKTJNG

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKII4N RAKYAT DAERAH.

, BAE} I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
2. Bupati adalah Bupati Klungkung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yalg selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralyat Daerah Kabupaten
Klungkung.

4. Pimptnan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD
I(abupaten Klungkung.

5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Klungkung.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan denggn Peraturan Daerah.

BAE} II
PENGHASILAN. TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA

PENGABDTAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Ba$an Kesatu
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas
penghasilan yang pqjaknya dibebankan pada :

a. APBD, meliputi:
1. Uang repre sentasi;
2. Tunjangan keluarga;
3, Tunjangan beras;
4. Uangpaket
5. Tunjanganjabatan;
6. Tunjangan alat kelengkapan; dan .

7. Tunjangan alat kelengkapal lain.
b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi :

I, Tunjangan komunikasi intensjf; dan ;

2. Tunjangan reses.



(2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 3

(1) Uang representasi ssfagnirnan4 dimaksud dalam pasal 2 ayat
(l) huruf a angka I diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan
Anggota DPRD.

{.ll!_Usrepresentasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
(3) Uang representasi Wakil Ketua DpRD iebesar 

'8}o/o 
(delapan

puluh persen) dari uang representasi Ketua DpRD.
(4) Uang representasi Anggota DpRD sebesar ZS% (tujuh puluh lima

persen) dari uang representasi Ketua DpRD.

Pasal 4

(l) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana
dimaksud dalam pasal 2 ayat (ll huiuf a angka 2 aan ingt<a S

._ diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DpRD.
(2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi-eimpinan dan

Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dantunjangan beras bagi Apa-ratur Sipil Negari sesuai d-engan
ketentuan peraturan perundang-undangan.-

Pasal 5

Valg pake-t-sebagaimaaa dimaksud dalam pasa-t 2 ayat {t} huruf aangka 4 diberikan setiap bulan kepada pimpinan aair'anggota
DPRD sebesar l07o (sepuluh persenf dari uang representasi yang
bcrsangkutan.

Pasal 6

funjangan jabatan sefagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (llhuruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Fimpinan danAnggota DPRD sebesa-r l45yo (seratus empat puluh lima persen)
dari uang representasi yang bersangkutal. '

pasal 7

(1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan
16jn, sslegeimana dimal<sud dalam pa"J Z ayat,(1) tt"u.ut a
Tgk 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan klpada'pimpinan
dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah,
Komisi, Badan Anggaran, Badan pembentukan perOa, naAanKenormatan, atau AIat Kelengkapan lain.

(2) Tunjangan ala.t kclengkapuo Oi" tunjangqp alat kelengkapan
lain diberikan dengan ketentuan untudiabi.ian :

l. _{91u.e, sebesar 7,5 % (tujuh koma liria persen)
b. y4dl Ketua, s€besar 57" (lirna persen)
c. Sekretaris, sebesar 4o/o (ernpat pers..rj
d. Anggota, sebesar 3Vs (t:gapersen)



!

dari tunjanganjabatan Ketua DPRD
(3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagai6s112 dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain
terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

(1) Tunjaagan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud da-lam
Pasal 2 ayat (1) huruf tr angka 1 diberikan setiap bulan untuk
peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

(2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (1)
huruf b anglca 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD.

(3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(4) Kemampuan keuang.an daerah sebeg?imana dimalsud pada
ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran
pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai
fFaratur Sipil Negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga)
kelompok yaitu tinggi, sedang dan rendah-

(5) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses
sebegaimana dimaksud pada ayat (U dan ayat (21 ditakut an
dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keualgan
daerah;
a. Tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
b. Sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
e. Rendah, paling balyak 3 (tigaj kafi;
dari uang reprresentasi Ketua DPRD

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DpRD

Pasal 9

(1) Tunjangan keqejahteraan Pimpinan dan Anggota DpRD terdiri
atas:
a. Jaminan kesehatan;
b. Jaminan kecelakaan kerja;
c. Jaminan kematian; dan
d. Pakaian dinas dan atribut.

(2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan
berupa:
a. Rumah Negara dan perlengkapannya;
b. Kendaraan dinas jabatan; dan
c. Belanja rumah tangga.

(3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan
kesejahteraan berupa:
a. Rumah Negara dan perlengkapannya; dal
b. Tunjangan transportasi



Pasal 1O

(1) Jantnan kesehatal sebagaimala dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) juga
termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan
kesehatal yang bertq'uan untuk mengetahui status kesehatan
di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan.

(4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun darr dilakukan
di dafam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Pasal 11

q?rninarr Kecelakaan ke{'a dan jaminan kematian sebq.gaimanadimaksud dalam pasal 9 ayat 1ti trurui b dan huruf c aluerit artsesuai dengan jaminan kecelakaan keq.a dan jaminan kematian
sesuai de-ngan ketentuen peraturan perundang_undangan.

Pasal 12

(1) Pafraian dinas dan ltribut pimpinan dan Anggota DpRDssfagqimana dimaksud dalam pasaf g ayat (t) hriiuf d terdiriatas;
a. Palaian sipilhariaa disediakan 2 (dua) pasangdaJam 1 (satu)

tahun.
b. Pakaian sipil resmi disedial<an 1 (satu) pasang dalam 1 (satu)tahun:
c. P. akaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5(lima) tahun;
d. Pakaian dinas harian l.engan_ panjang disediakan 1 (satu)

pa:alC dalam I (satu) tahun, dan;e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu)
.^. _ -plsang dalam I (satu) tahun.
(2) Pakaian dinas dan atribut sebagqiman4 dimaksud pada ayat (1)disediakan denean 

. 
memperimbangkan prinsip efisiensi,efelitifi tas, dan ke-patutan

(3) Ketentuan_ mengenai stgndar satu€rn harga pakaian dinas darratribut oebagaimana dimaksud p"a" -"i"t (t) diarur dalamPeraturan Bupati.

pasal 13

(1) Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinasj3bat.an sebagaimana- dimaf<5ua'aJ-ail- p""j s ayat (2) huruf adan huruf b disediakan bagi pfipi;;*iino sesuai standarberdasarkan ketentuan peraturan perundang_undangan.
(2) Rlmah_ Negara dan .perlengkapannya sebagaramana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (S) hdrf I a"ri.t ai".Ei"r.""-L.et .d;;;



DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan
Perundang-Undangan.

(3) Pemakaian Rumah Negara dan perlengkapannya serta
kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimakiud pada ayat (1)dan pemakaian rumah Negara dan pert-engkapannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan se"r.,ai hurrgin

. -. 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemeliharaan rumah Negara dan perlengkapannya serta
kendaraan dinas jabatan sebagaimana 

-OimatiuA 
pada ayat (1)dan pemeliharaan rymah Negara dan perllngkapannya

._. rebagaimana dimaksud pada ayat 1Z; alUeUant an paai aien. -
(5) Dalam h_a-t pimpinan oFRo be-rtrentl atau beraklr-ir masa batti,

Il-"h Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinasjabatan wajib dikembatikan 
-dala; 

keadaan Uk f.epaJaPemerintah Daerah paling lambat I (satu) bulan seja_k ad**;berhenti atau berakhirnya masa bakti.
(6) Dalam hal Anggota DpilD yang disediakan rumah Negara danperlengkapannya berhenti 

-atau 
beralhir masa bakti, rumah

l]:gT" dal . perlenekapannya *aiiU ait"-batikan datamKca<r€uln oark kepacla pemerintah 
_Daerah paling lambat I (satu)

,., P:-ta_""j"i. t""eA4 berhenti atau Ue.af.fririya masa bakti.(/, rara cara pengemU{lan.rymafr Negara dan perlengkapannya'serta kendaraan dinas jabatan dilik;;Lan sesuai denganperaturan perundang_undangan.

pasal 14

(l) Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas
i391r"t yang disediakan seUagaimana Aimatsua dalam pasal 13
99"k. dapat 

. 
aiseiaOefitan, digunausahakan,

,^. lipindahtangankan dan/atau OiuUafr siatus hukumnya.(2)Strulitur dan bentuk bangunan *;; N;;;a yang disediakansebagaimana dimaksud pida ayat 1f 1 tiaaf<'Aapat diubah.

pasal 15

(11 Dafam hal Pemerintah Daera-h belum dapat menyediakan rumahNegara dan kendaraan 
- 
dinas :atat"o'fagi pimpinan DpRDsebagaimana dimaksud aararir- 

--iasar"js, 
.#;;d" 

"d!
bersangkutan diberikan tunjarfan ;;;"r", oan tunjangantransportasi.

(2) D- aiam hal pemerinta! Daeiah belum dapat menyediakan rumah
|:gq^ bagi anggota, DPRD s"uag"i*a"-ilimar<suo dalam pasa,l13, kepada yang bersangk"tri a"p.t-Jjn."it rr. tunjanganperumahan.

(3)lynjqngan- g.*rtr+_T___-dan.. tuljangan transportasi basiPimpinan DpRD sebagaimana dimak"sujpada ayat (t) diberikandalam bentuk uang dan oiUavarian "ii[p bulan terhitung
,., T"lp tanggat pengucapan sumpah/ianii.
(+, runJanga"n perumahan_ 

=b."S.*T"rr" 
iimaksud pada ayat (21dan tunjangan trans.irortasi bggr ;;eg;l;;pRD sebagaimanadimaksud dalam pasal.g aylt B] dib;;; ialam bentuk uangdan dibayarkar sg.tiap 

- uui#- 1;;;;;s mulai tanssalpengucapan sumpah/janji.



(5) BaCl .suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai
Pimpinan dan/atau Anggota DpRD pada DpRD yang sama
hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.

(6) Bagr Pimpinan dan Anggota OenO yarrg suami atau istrinya
Tgnja9gt sebagai bupati/wakil bupati pada daerah yang sama
Udak diberikan tunjangan perumahan. -

(7) Bagl Pimpinan dan/atau Anggota DpRD yang diberhentikan
sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan
transportasi.

Pasal 16

Fglt-tah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinasjabatan sebagaimana dimaksua arf"- pasal .13 .""t" t"":r]rg^,perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana atia*JuOdalam Pasal 15 tid-ak lapat Aiieritan GpaOa pimpinan darlAnggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 17

(l) Besaran_tqnjangan perumahan sebagaimana cumaksud dalamPasal 15 harus memperhatikan 
""i. 

-[.p"r"tan, 
kewajaran,rasionalitas, standar 

^ 
harg3 

".tr*plt 
-'tvurrg 

berlaku, danstdndard luas bangunan -dan lahair rumah Negara sesuai
,", 3:li3_U:_r.:tuan peraruran perundang_undangan.
tz, besaran tuniansan transportasi sebagaimana dimaksud dalamPasal lS triruJ mempe;hatikan--a-;s k;patutan, kewqjaran,rasionalitas, standa-r t arga 

"et 
mlat ytg Uerfaf<u sesuaidengan ketentuan oeraturai perund;;_ddangan.

(3),oB-esaran^.tunjanrga; perumalian v""i-?iu^y*tan haru s sesuaioengan standar satuan harga sewa rumah, yang berlaku untuk
;sJel g ar .Rum$ N.sg.a b-agi-Pimpin an- a "i an ggot. D pRD, tid aktermasuk mebel, belanja listrik, &., gas dan tetepon.(o)|-"XT_lllf"c* t i""port"livL? affiarr"" harus Sesuaiqengan standar satua-n harga sewJ kend'araan yang berlakuuntuk standar kendaraan ai"." :aU"i"r, bagi pimpinan danAnggota DPRD, tidak _termasuk il;;;"rawatan dan biaya

_ operasional kendaraan dinas jabatan." - --
(t) :.:aqT tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi

lT,lTT dan Anggota DPRD tidak boleil melebihi besarantunJangan perumahan 
.dan tunjangan transportasi pimpinan

._. 9_* Anggota DpRD provinsi. -

lo, Ketentu€u:r lebih laniut mengenai besaran tunjangan perumahandan tunjangan transportasi?iatu. aJam-pJ"turan Bupati.

pasal 1g

(l) B_elanja rumah tangga_ sebagaimana dimaksud daram pasar 9ayat (2) huruf c disediikan dalam-rangk*-;;;ft;pelaksanaan funssi. tugas dan _.*.rrarrg n_prrr* DPRD.(2) Belanja rumah t*og" seb?gaimana 
-aimai."rra. 

pada ayat (1)digunakan untuk m"emenutri leUututran rnirrr_, rumai tanggadengan mempertimbangkan k -;;;; ;;;;s", daerah.

a



.

(3) Kebutuhan minimal ruma-tr tangga pimpinan DPRD
s6lageim2urz dimaksud pada ayat (2) dianggarakan dalam
Brogam dan kegjatan sekretariat DPRD.

(4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah targga
sefagaiman4 dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan
Bupati.

(5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah
Negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah
tangga sebagaim4l4 dimaxsud dalam Pasa-l 9 ayat (2) huruf c.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 19

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau
mengalhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

(2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimaaa dimaksud pada
ayat (1) disesuaikan elengrui masa berkti Pimpinan dan Anggota
DPRD, dengan ketentuan :

a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun,
diberikan uang jasa pengabdial sebesar 1 (satu) bulan uang
representasi;

b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang
jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;

c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang
ja$a pengabdian sebesar 3- (tigaj bulan uang representasi;

d. Masa balcti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uarlg
jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi;
dan

e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang
jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6
(enam) bulan uang representasi.

(3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang
jasa penga.bdian sebagaimana ditnaksud pada ayat {2) diberikan
kepada ahli warisnya.

(4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang
bersargkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan
ketentuan peratura_n perundang-undangal.

(5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan
tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGI,ATAN DPRD

Pasal 20

(1) Belanja penunjang kegatan DPRD disediakan untuk
mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DpRD
berupa:

a. Programyang terdiri atas :

1. Penyelenggaraan rapat
2. Kunjungan kerja
3. PengkaJian, penelaalran, dan penyiapan peraturarl

daerah;



4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber
daya manusia di lingkungan DPRD;

5, Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan
kemasyarakatan; dan

6. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan
wewenang DPRD;

b. Dana operasional Pimpinan DPRD;
c. Pembentukan Tim Ahli alat kelengkapan DPRD;
d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
e, belanja sekretariat fraksi.

(2) Belanja penunjang kegiatan sebagarmana dimaksud pada ayat
(1) disusun berdasarkan rencana keq'a yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-

Pasal 21

Program sebagaimaaa dimaksud dalam Pasal 2O ayat (1) huruf a
diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undalgal.

Pasd.22

(1) Dana operaoional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (l) huruf b diberikan setiap bulan kepada
ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan
operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan
kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua
DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

(2lDana operasional sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).

(3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris
DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan

daerah;
1. Tinggi, paling banyak 6 (enam) kali
2. Sedang, paling banyak 4 (empat) kali
3. Rendah, paling banyak 2 (dua) kali
dari uang representasi Ketua DPRD;

b. Wakil Ketua DPRD, dengar kelompok kemampuan keuangan
daerah;
1. Tinggi, paling banyak 4 (empat) kali,
2. Sedang, paling banyat 2,5 (dua koma lima)kali;
3. Rendah, paling bqnyak 1,5 (satu koma lima) kali;
dari uang representasi Wakil Ketua DPRD

(4) Pemberian dana operasiona-l sebagaimana dimalsud pada ayat
(3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :

d. 8oo/o (delapan puluh persen) diberikan seca-ra sekaligus
untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan

b. 20 (dua puluh persen) diberikal untuk dukungan dana
operasional lainnya.

(5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan
ketentuan pemberian sebagaillsn4 dimaksud pada ayat (4) tidak
digunakan sampai dengan akhir tahun angga-ran, sisa dana



dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah

- paling lambat tanggal 31 desember tahun anggalan berkenaan.
(6) Dana operasional Pimpinaa DPRD tidak digunakan untuk

keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan
penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifi tas,
efesiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 23

(1) Tim Ahli alat kelengkapan DpRD sebagaimana dimaksud daiam
Pasal 2o.ayat (1) huruf c merupakan-sejumlah tertentu fJaratau ahli yang mempunyai kemampuan data.r, disiplin'ilmuyang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan
wewer.la{lg DpRD yang tercermin dalam alat tetengkapa; DnnOsesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggo*ta,'pimpinan

,^. lt*"i19* pimpinan alat ketengkapan npnO.
(21 Tim Ahli alat kelengkapan 

^OenO seUagaimana dimaksud padaayat (1) paling banyak 3 (tiga) oring untuk setiap alaikelengkapan DpRD,
(3) Tim Ahli alat kelengkapan DpRD diangkat dan diberhentikande.nsan keputusan .Sekretaris OpnO seiuai dengan kebutuhansebagaimana dimaksud..pa$a a-:,at 

-irf -A; .se*;-;;il;
,,, 5:TlllT sebagaimana dimaksudiad i iyat lzl.
[<+, F- emoayaran komD€nsasj bagi Tim Ahli alat kelengkapan DPRDdidasarkan pada kehadi."; 

".;;;;.,iL i..u,rtuhan DpRDatau kegiatan tertentu DIRD dan Oapat aiaf<utr" d;d;;;;;
,-. yl,r"tr orang hari atau orang bulan.
(c, ]retenruan mengenai,. besaran kompensasi Tim Ahli alatkelengkapan DPRD diatur dalam piraturan Bupati A..ga.memperhatikan standar keahlan 

""",rX ctengan ketentuan
,-, peratu_ran perundang_undangan.
(ol rengactaan Tim Ahli,31at..k9le,ngkapan DpRD sebagaimanadirnaksud pada ayat (1) dilakuk;n i."u"i ctengan ketentuanperaturan perundang_undangal,

pasal 24

(t) 
Iqn?ga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat
!!_ huruf. d. merupa-l<an*i.ld Jil;;; oiseaiaran 1 (satu)orang untuk setian fraksi dan mempunyii k._;p"; i;;{ilipu" itmu tertLntu. yang *;il;ffi; tugas fraftsi sertadiberikan kompensasi dengan- memperhatiian standar keahlian,
llJry. 

efisienii, dan seJuai dengan t "-"-p,r*r, keuangan
(2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaftsud pada ayar (t)
,^, gjt:tapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
tq r(erentuan mensenai besaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksidiatu-r dalam peiaturan Bupati dengan memperhatikan standarkeahliaa sesuai dengan 

- 
ketentu"an p".ur,r."r, perundang_undangar.

(4) Pengadaan tenaqa ahli. fraksi sebagaimana ji*uJ suO pada ayat(1) dilakukan sJsuai dengan t;f*";;;turan perundang_undaagan.



Pasal 25

(il Belanja sekrctadat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2O ayal (1) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD
sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.

(2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penlediaan sarana dan
anggaran.

(3) Penyediaan sarana meltputi ruang kerja pada sekretariat DpRD
dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.

(4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja
alat tuts kantor dan makan minum rapat fra.ksi Vang
diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DpRD dengan
memperhatikan prinsip efi siensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB IV
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN

DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 26

(1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uarrg jasa pengabdian
Pimpinan dan Anggota DPRD; serta belanja penun:ang fegiatan
DPRD merupakan anggaran belanja OeRO yang Oiforiruta"sitan
ke dalam rencana }gpg. a"r, €rnggaran satuan keq.a perangkat
daerah sekretariat DPRD serta diiraikan ke dahm jenis beiinJa

. _. sesuai dengan ketentuan peraturan perundalg-undangan.
{2) Pengelolaan anggaran belanja OenO sebagijmana ?imaksud

91da lVat (l) dilalsanakan sesuai dengan kitentuan peraturan
perundang-unilangan.

(3) Anggaran belanja DpRD sebagaimana dima.ksud pada ayat (1)
merupakan bagiar yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB V
KETENTUAN I,AIN-LAIN

Pasal 27 '

{1} Pimpinan atau Anggota DpRD yang diberhentikan sementaraoleh pejabat yang berwenang Jesuai dengan tetentuanperaturan perundang-undangan tetap diberikan t at keuangandan administratif berupa uang representasi, 
""rrg 

pd.i,
tunjangan keluarga, tunjangan biras,- jaminan keseha-tan, danjaminan kematian sesuai dengan 

" 
ketentuan 

- 
t;;il;perundang-undangan.

(2) Daram hal Pimpinan DpRD berhalangan sementara lebih dari 30
(tiga puluh) hari dan diangkat pelalsana tugas pimpinan DpRDoleh pejabat yang berwenang sesuai -deng"o- f.it."tu"r,
qelgluran perundan_g-undqngan, pelaksana tugas plmpinan
D?RD tersebut diberikaa hahkeuangan dan administi.;iil;e
dipersamakan dengan pimpinan ninb' Oetinitii yang algrrti["iterhitung mulai tanggal t (satu) bulan berikutnyi.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat PeraJuran Daerah ini mulai berlaku, Peraturaj! Dacrah
Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoier dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran
Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 14 Tahun 2O04 Seri D
Nomor 11), s€Sagaiman2 telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor I tahun
2OO7 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Klungkung Nomor 8 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Diwan Perwakilan Ralqyat
Daerah Kabupaten Klungkung (I,embaran Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2OO7 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Klungkung Nomor 1) sepanjang mengatur mengenai
hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DpRD
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

A€ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 8 Agustus 2017
BUPATI KLUNGKUNG.

Diundarrgkan di Semarapura
pada tanggal 8 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,- -s,

I GEDdPUTU WINASTRA

LEMBARAN DAERAH I{ABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2017 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI :
{4,3s/2OL7l

€
I NYOMAN SUWIRTA



PENJEI,ASAN

PE*^TUR^N DAERA"ffio,oTE N KLU NGKU N G
NOMOR 4 TAHUN 2OL7

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH

I. UMUM

-Und-ale-Undang - 
Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang pemerintahan

Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemeintahan daerahdilaksanakan oleh DPRD dan kepat" oarrai yang berkedudukan sebagaiunsur penyelenggraan pemerintatr daeratr,yang OiOeri mandat oleh ralrfatuntuk melaksanakan urusan pemerint.irurr yarg diserahkan tepaaadaeratr' sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah daerah,DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis danmemperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah.

Tolak ukur keberhasilan DPRD menjatankan amanat ral<5rat, tidakterlepas dd :lTber- daya manusia, gtegritas, dan kredibilitas pimpinan
dan Anggota DPRD dan Pemerintatr oaer?rr- ?gar terjalin hubungan yangbajk, harmonis, serta tidak 

""n i ;;dominasi satu sama rajn.Peningkatan kerja sama se_cara kilembagaan dilaksanakan melaluikeseimbangan.3ntara mengelola ainamita-p-orittt disatu pihak dan tetapmenjaga stabilitas Pemerintahan oaetarr ii pihak r.iri 
""rringga 

polakeseimbangan pengelolaan Pemerintatr Dagrah yang dilakukan dapatmemberikan manfaat secara signilik; tagi peningkatan kesejahteraanrakyat di daeratr tersebut.

untuk dapat beq'alannya pola keseimbangan pengelolaax pemerintahdaeratr perlu dilunjang qe;gan- tese;arrieiaan yang memadai. pengaturantentqng hak keuangarr dan adminiJttr.iiE*pinan oar arrggota DpRD,selain untuk meningkatkan pit* aur t*ggungiawab lembaga perwakilanrakyat daerah d{er t"trgL mengembrrstT kehidupan demokrasi,menjamin keterwakilan ta{rat dan -daerah -drl"r' m"tri"Lr.r,' fungsi,tugas, dan wewenang lembasi---i..rgembangkan mekanismekeseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, Certa meningkatkankualitas, produktivitas, kiner3" oeno, juga untuk mewujudkan keadilandan kesejahteraan.

Materi muatan Peraturan Daerah ini juga menata sekretariat fraksimelalui penvedsal 
""t"tr*, lnggaran, d; tenaga ahri fraksi olehsekretariat DPRD. Begitu pula dal;l rri *e"ingtatfan t uaritas kinerjaalat kelengkapan D'RD di"tu, purl *.rrg;;"i -pembent;t; 

kelompokpakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.

II. PASAL DEMI PASAL

Paqal 1

Cukup Jelas



Pasal 2 |
Ayat (1)

YanC dimaksud dengan "pajaknya" adalah pajak atas
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau
kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang
diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri
sesuai dengarr ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)
eukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)

Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan
istri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasa] 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 1O

Ayat (i)
Cukup jelas t

Ayat (21

Cukup jelas
Ayat (3)

Yang dimakcud dengan "pemeriksaan kesehataa yang
bertujuan untuk mengetahui status kesehatano adalah medical
checkup.

Ayat (a)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rumah negara" adalah bangunan yang
dimiliki Pemerintah daerah dan berfungsi sebagai tempat
tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta
menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

Ayat (21

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (41



Cukup jelas
Ayat (5)

eukup jelas
Ayat (6)

Cukup jelas
Ayat (7)

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Jang aim{<9ud dengan "tidak dapat diberikan kepada pimpinan dan
Anggota DPRD seca.ra bersamaan" adalah tatrwa .jit<a telah
disediakaa dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai .u-at negaradan perlengkapannya serta kendaraan dinas j-abatan maka tidat<giry dib,lrik?r .lynjangan perumahan darr tunjangan rransportasi,
Degtu pula sebaliknva.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal lE
Cukup jelas

Pasal 19
Cqku-p jelq.p

Pasal 20
Ayat (1)

Belan-ia penunjang kegiatan DpRD bukan untuk mendanaipembayaran uang.lelah/insentif/uang t<etrormatanT;;;-;k,
qtau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan_kegiatan DpR6. 

-
Ayat (2)

Cukup ielas
Pasal 21

Cukup jetas
Pasal22

Ayat (il
Yaog dimaksud dengan orepresentasi, antana lainmenyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yans adadi- masyarakat, rnetaksanakan d; ;;;;;t"it".3i""
kebljakan DpRD kepada seluruh Anggota DPRD.Yang dimaksud dengan "petaya.ian" antara lain untukpelayanan, keamanan, dan- transportasi guna mendukungkelancarar tugas ketua DpRD dan w^akil ketua DPRD.Yang dimalsud dengan "kebutuhan lain" antara lain untukmengikuti upacara kenegaraan, upaca.ra peringatan -tr*i- :LAi
laerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan loordinasi iankonsultasi kegala kepala daerah, musyawa_rah pimpinan
daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru nicara ripno AanPemberian bantuan kepada -."yrr"t .t/tif.*p"t _""y-.]."tyang sifatnya insidental

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (s)

OukuBjelas

3



Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas
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